
BUPATI HALMA}IERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NoMoR tq.AlKws/ vr /2a26

TENTANG

PEIIUNJUI(AIY SDR. MUHA}IAD BIZAL' S.pD
SELAKU KUASA BENDAIIARA UMUllil DAERATI {BUDI

KABUPATEN IIALSIAHERA BARAT TAHUN 2A26

BUPATI HALMAHERA BARAT,

ivfenimbang : a. bahta uniuk kelancai'an Pengelolaan Keuaiigan Daerah dalam i:angka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7z rdnun 2a2o tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka satuan Keda
Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengerola Keuangan Daerah
dalam membantu fungsinya sebagai Bendahara umum Daerah (BUD)
perlu menunjuk pejabat di lingkungan satuan Keda Badan Keuangan
dan Aset Daerah seiaku Kuasa Bendahara umum Daerah (BUD)
dalam pelaksanaan tugas pokok dimaksud;

b. bahwa Pejabat yang diusulkan sebagai Kuasa Bendahara Umum
Daerah oieh Kepaia Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Halmahera Barat, dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu
melaksanakan tugas kebendaharaan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penunjukan sDR. iliuHAnfiAD RIZAL,S.PD seiaku Kuasa
Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat "rahun
2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan lJndang-
undang Nomor 23 L)arurat Tahun lgsz tentang pemLrentr:kan
Daerah-daerah swatantra Tingkat II Dalam wilayah Daerah
Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
undang-undang Nomor 46 Tahun lggg tentang pembentukan
Provinsi iv{aluku uiai'a, I(abupaten Buru dan }iabupatcn h{aluku
Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera selatan,
Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Ti<iore Kepuiauan di Provinsi Maiuku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan

Negara;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2AI4 tentang Pemerintahan

Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
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9. Peraturan Pemerintah Nomor ss rahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

lo.Peraturan Pernerintah Nornor 12 Tahun 2a1g tentang pengeiolaan
Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor zr rahun 2o2o tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.Peraturan Daerah KaLrupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten
HaLnahera Barat;

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun zozl
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2aL6
tentang Pembentukan dan susunan organisasi perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2a,23
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
'2016 tentang Pembentukan dan susunan organisasi perangkat
Daerah KaLrupaten Hahnahera Barat;

l6.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran '2A26:

l7.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan bupati Halmahera Barat Nomor 10
Tahun '2016 tentang Struktur Organisasi perangkat daerah;

l8.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2o2s tentang
Perubahan Keemoat atas Peraturan bupati Halmahera Barat Nomor
10 Tahun 2ALO tentang Struktur Organisasi perangkat daerah;

l9.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2a26 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Katrupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A26;

Surat- Kepaia Rarlan Keuangan rian Aset Daerah Katr. Haimahera Barat
Nomor: 900.1.3 1183 /BKN)/2026 tanggal 2s Juni 2e26 perihal:
Usulan Penerbitan SK BUD.

MEMUTUSKAIT :

Menunjuk SDR.MUHAMAD RIZALTS.PD sebagai Kuasa Bendahai-a
umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2a26,
dengan atasan langsungnya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

Tugas tlan Tanggungjawab Kuasa Bcndatrara Urnurn
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai
berikut:
a. Menerbitkan SP2D;
b. Menyimpan Lrang daerah;
c. Memantau pelaksanaan pengeluaran ApBD oleh

lerirbaga lairr -yang ditunjuk;
Bank d.anlatau

d. Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan ApBD;
e. Menyiapkan anggaran kas;
f. Menyiapkan SPD;
g. Memantau pelaksanaan penerimaan APBD oleh Bank danlatau

iembaga keuangan lainnya r-ang dituniuk;
. Mengusahakan Dana yang diperlukan dalam pelaksanaan ApBD;

Melakukan penagihan piutang Daerah;
Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pA/KpA atas
Beban APBD,

Daerah (BUD}
tugas sebagai

h
i.
j.
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Kuasa Bendahara umum Daerah {BUD) sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
kepada BUD selaku PejaLrat Fengelola Keuangan Daerah ex. Officio
Kepala Badan Keuangan dan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati
Halmahera Barat Nomor 4/Kwslr/2o26 dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.

spesifikasi ta-nrla ta-agan dan paraf Kr-ra-sa- Bendaha-ra i-imum Da-erah
(BUD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai
berikut:

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : ?-9 Juni

burAll BARAT,

KEENAM

Tembusan: Disarnpaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
+. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailoio,
5. Kepala BIi{D Kab. Fialmairera Barat cii Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

I

SPECIMEN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

TANDA TANGAN PARAF

l.

Ass. Bid. Adm. Umum

Katrag Hukum


